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TERMINOLOGI

1. Katalog Elektronik (e-Katalog) adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi
teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa
tertentu dari berbagai penyedia.

2. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui sistem katalog elektronik.

3. Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama antara
Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah dengan penyedia
untuk pencantuman barang/jasa dalam katalog
elektronik sebagai dasar melakukan e-Purchasing.



MENGAPA E-KATALOG?

Kontrak dengan Produsen/
Sole Agent

Penggunaan Metode yang
Lebih Simple (Tidak perlu

tender)

Harga Berdasarkan:
•Merk, tipe, spesifikasidan
layanan yang diberikan
Penyedia

•Franko Pabrik/Importir, atau
•Franko Kabupaten/Kota

Sistem berbasis Web:
- 24/7 Layanan Transaksi

secara Online
- World-wide access
- Transaksi (e-Purchasing)

Tercatat dalam Data Base
- Aplikasi yang User

Friendly

Efisien
Menghemat sumber daya

(manusia, waktu, dan
biaya)

Pengurangan Biaya
Memperoleh cost reduction, melalui
pemotongan rantai distribusi dan

konsolidasi pengadaan

Transparan
Harga barang/jasa dan

spesifikasi teknis transparan (bisa
diakses siapa saja)

Need BasisNeed Basis

Sesuai Kebutuhan
Dapat memilih produk sesuai

kebutuhan (sesuai kualitas, merk,
fungsi dan layanan yang

diberikan)

Manfaat E-Katalog

Keunggulan E-Katalog



DASAR HUKUM

1. Pasal 106 dan 110 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Pasal 72 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Nomor : 6 tahun 2016 tentang Katalog
Elektronik dan E-purchasing



PERPRES 4 Tahun 2015

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui cara:

Electronic Tendering Electronic Purchasing
melalui e-Catalog

Pasal 106

(1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara
elektronik

1. e-tendering;
2. Lelang cepat;
3. e-reverse auction;
4. SiKAP/VMS;
5. E-Panel Konsultan.



PERPRES 4 Tahun 2015

Pasal 110

1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik
(E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi
teknis dan harga Barang/Jasa.

2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.

3) K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap
barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog
elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

4) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat
Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh
Pimpinan Instansi/Institusi.



Pasal 72 PERPRES 16 Tahun 2018

1) Katalog elektronik berupa informasi yang
memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN,
produk dalam negeri, produk SNI, produk
industri hijau, negara asal, harga, Penyedia,
dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

2) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam
katalog elektronik dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
atau LKPP.



INPRES No. 1 Tahun 2015

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk:

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun  Anggaran berikutnya sebelum
berakhirnya Tahun Anggaran berjalan;

2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan;

3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik



Click to edit Master title stylePerka No. 6 Thn 2016

Jenis e-Katalog

E-KATALOG
NASIONAL

• Barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian ;
• Barang/Jasa standar atau dapat distandarkan;

dan
• Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

E-KATALOG
SEKTORAL

• Barang/jasa dibutuhkan oleh SKPD;
• Barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan
• Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

E-KATALOG
DAERAH

• Barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa K/L/D/I;
• Barang/Jasa standar atau dapat distandarkan;

dan
• Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang



Click to edit Master title style

PROSES

1 Pra Katalog
(surat usulan, rencana kebutuhan, kajian

pasar, kajian harga, dll)

2 Pemilihan
Penyedia
(Lelang dan Non Lelang)

3 Kontrak Katalog

4
E-catalog

(Tayang di E-Katalog)

5
E-Purchasing

Tahapan Proses

Electronic
Data Input

3a



ALUR PROSES KATALOG NASIONAL

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi

Penyampaian
Surat Usulan
dan Rencana
Kebutuhan

Satker

Penyampaian
Surat Usulan
dan Rencana
Kebutuhan

Satker

Penyampaian
Usulan dan Rencan
a Kebutuhan Satker

Penyampaian
Usulan dan Rencan
a Kebutuhan Satker

Evaluasi
Hasil Kajian

Usulan Barang/
Jasa

Evaluasi
Hasil Kajian

Usulan Barang/
Jasa

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J

layak/tidak layak
masuk Katalog

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J

layak/tidak layak
masuk Katalog

Penetapan
Kelompok Kerja

Penetapan
Kelompok Kerja

Notes:
• Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik Nasional terdiri dari anggota ULP, Pegawai ASN LKPP, dan/atau gabungan pegawai ASN LKPP derngan ASN K/L/D/I
• Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Notes:
• Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik Nasional terdiri dari anggota ULP, Pegawai ASN LKPP, dan/atau gabungan pegawai ASN LKPP derngan ASN K/L/D/I
• Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Tidak LayakTidak Layak LayakLayak
Rencana Kebutuhan berisikan:
Jenis, Volume, Spesifikasi teknis, Waktu penggu
naan, Rencana anggaran, Referensi harga/HPS,
Informasi produk, Syarat penyedia

Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah/Pimpinan In
stitusi

Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah/Pimpinan In
stitusi

Kepala LKPPKepala LKPP

Hasil EvaluasiHasil Evaluasi

Hasil EvaluasiHasil Evaluasi



ALUR PROSES KATALOG Lokal (Daerah)

Pimpinan
SKPD

Pimpinan
SKPD

Kepala Daerah Cq.
Sekretaris Daerah
Kepala Daerah Cq.
Sekretaris Daerah ULPULP Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang Monitoring-

Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang Monitoring-
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Penyampaian
Surat Usulan
dan Rencana
Kebutuhan

SKPD

Penyampaian
Surat Usulan
dan Rencana
Kebutuhan

SKPD

Penyampaian
Usulan dan
Rencana

Kebutuhan
SKPD

Penyampaian
Usulan dan
Rencana

Kebutuhan
SKPD

Pengkajian
Usulan B/J

dan
Rencana

Kebutuhan

Pengkajian
Usulan B/J

dan
Rencana

Kebutuhan

Penyampaian
Hasil Kajian Ke

LKPP

Penyampaian
Hasil Kajian Ke

LKPP

Evaluasi
Hasil Kajian

Usulan Barang
/Jasa

Evaluasi
Hasil Kajian

Usulan Barang
/Jasa

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J tidak layak masuk

Katalog

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J tidak layak masuk

Katalog

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J layak masuk Katalog

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J layak masuk Katalog

Penetapan
Kelompok Kerja

Penetapan
Kelompok Kerja

Notes:
• Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik Daerah terdiri dari anggota ULP, dan dapat ditambah dengan ASN Pemerintah Daerah
• Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Notes:
• Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik Daerah terdiri dari anggota ULP, dan dapat ditambah dengan ASN Pemerintah Daerah
• Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Tidak LayakTidak Layak

LayakLayakRencana Kebutuhan berisikan:
Jenis, Volume, Spesifikasi teknis,
Waktu penggunaan, Rencana
anggaran, Referensi harga/HPS,
Informasi produk, Syarat
penyedia

Rencana Kebutuhan berisikan:
Jenis, Volume, Spesifikasi teknis,
Waktu penggunaan, Rencana
anggaran, Referensi harga/HPS,
Informasi produk, Syarat
penyedia



ALUR PROSES KATALOG SEKTORAL

Pimpinan SatkerPimpinan Satker Menteri Cq. Sekretaris Jenderal
/ Sekretaris Kementerian
Menteri Cq. Sekretaris Jenderal
/ Sekretaris Kementerian ULPULP

Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi

Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi

Penyampaian
Surat Usulan dan

Rencana
Kebutuhan

Satker

Penyampaian
Surat Usulan dan

Rencana
Kebutuhan

Satker

Penyampaian
Usulan dan
Rencana

Kebutuhan
Satker

Penyampaian
Usulan dan
Rencana

Kebutuhan
Satker

Pengkajian
Usulan Barang/

Jasa dan
Rencana

Kebutuhan

Pengkajian
Usulan Barang/

Jasa dan
Rencana

Kebutuhan

Penyampaian
Hasil Kajian Ke

LKPP

Penyampaian
Hasil Kajian Ke

LKPP

Evaluasi
Hasil Kajian

Usulan Barang
/Jasa

Evaluasi
Hasil Kajian

Usulan Barang
/Jasa

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J tidak layak masuk Katalog

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J tidak layak masuk Katalog

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J layak masuk Katalog

Surat Pemberitahuan
Usulan B/J layak masuk Katalog

Penetapan
Kelompok Kerja

Penetapan
Kelompok Kerja

Notes:
• Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik sektoral terdiri dari anggota ULP, dan dapat ditambah dengan ASN Kementerian
• Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Notes:
• Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik sektoral terdiri dari anggota ULP, dan dapat ditambah dengan ASN Kementerian
• Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Tidak LayakTidak Layak

LayakLayak

Rencana Kebutuhan berisikan:
Jenis, Volume, Spesifikasi teknis,
Waktu penggunaan, Rencana
anggaran, Referensi harga/HPS,
Informasi produk, Syarat penyedia

Rencana Kebutuhan berisikan:
Jenis, Volume, Spesifikasi teknis,
Waktu penggunaan, Rencana
anggaran, Referensi harga/HPS,
Informasi produk, Syarat penyedia
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Metode Pemilihan
Penyedia yang akan

masuk ke
e-katalog

Metode Pemilihan
Penyedia yang akan

masuk ke
e-katalog

Lelang/Seleksi
Dengan atau Tanpa

Negosiasi

Lelang/Seleksi
Dengan atau Tanpa

Negosiasi

Non Lelang/Non Seleksi
1. Dengan atau Tanpa

Negosiasi
2. Competitive

Catalogue

Non Lelang/Non Seleksi
1. Dengan atau Tanpa

Negosiasi
2. Competitive

Catalogue

Perka No. 6 Tahun 2016



Perka No. 6 Tahun 2016

Lelang/Seleksi dengan Negosiasi



Perka No. 6 Tahun 2016

Kriteria Barang/Jasa
Non Lelang/Non Seleksi Dengan Negosiasi
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Non Lelang/Non Seleksi Tanpa Negosiasi
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Ketentuan Competitive Catalogue



Perka No. 6 Tahun 2016
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8 KRITERIA PENGECUALIAN DALAM E-PURCHASING

1. Belum tercantum
dlm e-katalog

2. Spesifikasi tidak
sesuai

3. Penyedia tidak
menanggapi pesanan
sedangkan kebutuhan

mendesak

4. Penyedia tidak
mampu

menyediakan B/J
sesuai RPP

5. Penyedia tidak
mampu melayani
pesanan karena

keterbatasan
jangkauan

6. Penyedia tidak dapat
menyediakan B/J sesuai

dengan jangka waktu
yang ditetapkan PPK

7. Penyedia dikenakan
sanksi

8. Harga yang tercantum
dalam e-katalog lebih mahal

Perka No. 6 Thn 2016




